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ABSTRAK: Perempuan buruh migran memberikan sumbangan yang besar bagi 
kesejahteraan keluarga. Namun, walaupun berhasil dalam meningkatkan ke-
sejahteraan keluarga, ada risiko besar yang mereka hadapi. Hasil kajian menun-
jukkan bahwa perlindungan hukum terhadap mereka masih rendah, begitu juga 
akses mereka pada informasi dan bantuan dalam program pemberdayaan masya-
rakat. Tulisan ini bertujuan mengungkapkan beberapa permasalahan etika dan 
hak asasi manusia (HAM) yang dialami perempuan buruh migran. Konstruksi 
sosial budaya dalam hegemoni patriarki menempatkan mereka tetap sebagai li-
yan, sebagaimana ditunjukkan oleh Simone de Beauvoir. Kebijakan Pemerintah 
untuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan buruh migran juga cende-
rung meliyankan mereka. Inilah permasalahan dan tantangan yang harus dikriti-
si agar hak perempuan buruh migran dapat terpenuhi, dan mereka tidak terjebak 
dalam dilema pemenuhan hak dan kewajiban terhadap keluarga. Program pem-
berdayaan harus berangkat dari pengalaman konkret perempuan sendiri. 
KATA KUNCI: hak dan kewajiban, perempuan sebagai liyan, ketahanan keluarga.
Abstract: Th e female migrant workers play an important role in shaping family 
welfare. Behind their successful improvement of family welfare, however, their lives as 
migrant workers are still in huge risks. Th e study shows that the legal protection, access 
to information, and community empowerment program assistance are very limited. 
Th is article aims at exposing some problems concerning ethical and human rights issues 
encountered by the female migrant workers. Th e socioculture construction within the 
patriarchal hegemony forces them to remain as ‘the other’ as suggested by Simone 
de Beauvoir. Th e government policies for female migrant workers’ protection and 
empowerment tend to leave them as ‘the other’. To prevent them from being trapped 
in unsoluble dilemmas while attempting their fulfi llment of rights and obligations to 
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their family, it is suggested that the program of empowerment should be bound with 
women experiences as migrant workers. 
KEYWORDS: rights and obligation, woman as the other, family resistance.
1. PENDAHULUAN 
Bagi perempuan desa, menjadi buruh migran bukanlah pilihan. 
Mereka menjadi buruh migran karena terpaksa atas nama kewajiban 
terhadap keluarga untuk mengatasi belenggu kemiskinan. Menjadi buruh 
migran merupakan bagian penting dalam dinamika perjalanan hidup 
perempuan dari keluarga miskin yang tinggal di pedesaan. Karenanya, 
pengalaman sebagai perempuan buruh migran menjadi narasi menarik 
dan penting untuk diungkapkan untuk mendekontruksi dilema mereka 
terkait dengan hak dan kewajiban mereka kepada keluarga. 
Menjadi buruh migran dan menikah adalah bagian dari upaya 
kaum perempuan untuk mempertahankan kesejahteraan keluarga yang 
menempatkan mereka dalam posisi dilematis. Berbagai dilema yang 
dialami perempuan buruh migran: dilema dalam perkawinan, dilema 
dalam pekerjaan, serta dilema dalam pemenuhan hak dan kewajiban. 
Berbagai dilema perempuan buruh migran dikaji dengan pemikiran fi lsafat 
Simone de Beauvoir dan Michel Foucault.
Sebagai buruh migran membuat mereka memiliki kepercayaan 
diri serta merasa berharga karena memiliki keterampilan yang bernilai 
ekonomi. Mereka juga mengalami perubahan dalam relasi sosial dengan 
keluarga dan masyarakat, sebelum dan sesudah bekerja sebagai buruh 
migran. Komunikasi dan relasi sosial mereka dengan keluarga dan 
masyarakat, termasuk dengan perangkat desa, semakin membaik sepulang 
mereka bekerja di luar negeri. Beberapa kali mereka diundang sebagai 
peserta apabila ada kegiatan berupa kunjungan tamu, seminar, lokakarya 
dan pelatihan di tingkat desa, kecamatan maupun di kabupaten. 
Berkat bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri para perempuan 
migran mampu menghidupi keluarga, menjamin keberlangsungan 
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pendidikan anak-anak, menabung dalam bentuk tanah, ternak, perhiasan 
emas, hingga memiliki simpanan tabungan uang di Bank. Perempuan 
buruh migran tampil sebagai penyelamat ekonomi keluarga, di saat 
keluarga mengalami pergeseran peran, fungsi dan ketahananan di tengah 
derasnya arus modernitas. Keluarga masa kini berada dalam pusaran 
arus globalisasi yang membuat keluarga rapuh dan tidak otonom. Ketika 
keluarga mengalami kerapuhan, semakin rendah tingkat otonominya serta 
berada dalam belenggu kemiskinan, siapa yang harus bertanggung jawab? 
Hasil penelitian di Desa Paberasan menunjukkan besarnya peran dan 
posisi perempuan buruh migran dalam keluarga. Namun, keberhasilan 
mengentaskan keluarga dari belenggu kemiskinan belum mampu membuat 
mereka keluar dari belenggu kekerasan simbolik budaya patriarki. 
Mereka berada dalam hegemoni patriarki dan dominasi kapitalisme saat 
menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus sebagai 
pekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 
Peran penting perempuan juga diwarnai kerentanan untuk meng-
alami berbagai bentuk kekerasan. Sebagaimana laporan Komisi Nasional 
Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2008, 
tercatat bahwa 60% pengelola struktur pengeluaran rumah tangga adalah 
perempuan. Perempuan menjadi aktor yang bertanggung jawab untuk 
mengelola, tak hanya peran pengasuhan, tetapi juga ekonomi rumah tangga 
(Keluarga). Berbagai cara dilakukan perempuan untuk mempertahankan 
kesejahteraan keluarga, mulai dari menikah, menjadi gundik, berhutang, 
hingga menjadi buruh migran (Laporan Komnas Perempuan, 2008). 
Persoalan kerentanan perempuan buruh migran menjadi permasalahan 
klasik terkait dengan kesenjangan sosial, sebagaimana disampaikan F. 
Budi Hardiman dalam buku Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik dengan 
Agama dan Kebudayaan (2011:129), bahwa sejauh problem kesenjangan 
sosial diamati, ada pengabaian atas hak-hak sosial, ekonomis dan kul-
tural penduduk miskin yang merupakan mayoritas rakyat negeri ini. 
Pengalaman perempuan buruh migran Desa Paberasan menunjukkan 
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tentang pengabaian atas hak-hak sosial, ekonomis dan kultural mereka 
sebagai bagian dari penduduk miskin. 
Kemiskinan masih menjadi kendala utama dalam proses peningkatan 
kualitas sumber daya manusia, tidak terkecuali juga dialami oleh perem-
puan buruh migran di Kabupaten Sumenep. Hal ini terjadi terutama 
karena tingkat pendidikan dan taraf hidup masyarakat relatif rendah, yang 
mendorong tingginya minat menjadi buruh migran atau dikenal dengan 
istilah tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.
Dilema perempuan buruh migran dalam pemenuhan hak dan kewa-
jiban dikritisi melalui kisah Rizki dan Sulis, dua perempuan buruh migran 
yang berasal dari desa Paberasan Kabupaten Sumenep. Rizki bekerja 
sebagai buruh migran di Arab Saudi, sedangkan Sulis bekerja di Malaysia. 
Narasi tentang dilema perempuan buruh migran diawali dari kisah 
pengalaman dan perjalanan hidup Rizkiyah (32 tahun), yang bekerja 
menjadi buruh migran selama 2 tahun 4 bulan di Jeddah, Arab Saudi. 
Rizki dari suami pertama memiliki dua anak yang bersekolah di SMP kelas 
3 dan SD kelas 1. Setelah suaminya meninggal, Rizki memutuskan untuk 
bekerja sebagai buruh migran untuk menghidupi keluarga. Rizki bekerja 
pada majikan yang menurutnya sangat baik hati. Majikan memiliki 
jumlah anggota keluarga cukup besar, terdiri dari seorang nenek, suami 
isteri majikan dan lima orang anak. Majikan tinggal dalam sebuah rumah 
besar dengan dua lantai, memiliki 10 kamar dikelilingi taman yang sangat 
luas. 
Proses awal menjadi perempuan buruh migran karena Rizki ingin 
segera naik haji sejak suaminya meninggal dunia. Mengetahui ada lowongan 
pekerjaan sebagai buruh migran atau menjadi TKW dari penyuluhan yang 
dilakukan oleh salah satu perusahaan penyaluran tenaga kerja. Pada saat 
itu ia memiliki keinginan yang kuat untuk mendaftar dan mengikuti 
pelatihan selama satu bulan. Awlnya, keinginan bekerja sebagai buruh 
migran tidak berjalan mulus karena tidak disetujui oleh orang tuanya. 
Keberatan orang tuanya karena Rizki merupakan anak pertama dari dua 
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bersaudara. Akhirnya, Rizki mendapat izin ketika pihak perusahaan jasa 
tenaga kerja mampu meyakinkan dengan melakukan sosialisasi langsung 
dengan mendatangi rumah Rizki.
Saat ini Rizki sudah kembali ke tanah air, menikah untuk kedua 
kalinya dan tinggal didesa asalnya di Paberasan. Rizki menuturkan bahwa 
majikan di Arab Saudi terus menerus menghubungi melalui pesan singkat 
maupun menelpon untuk menanyakan kelanjutan kerjanya. Majikannya 
menjanjikan akan memberi bonus apabila Rizki mau kembali bekerja di 
Arab Saudi. Orangtua Rizki juga dijanjikan akan diajak umroh secara 
gratis. Rizki juga mendapat tawaran mengajak suaminya untuk ikut 
bekerja dirumah majikannya di Jedah. Rizki sebenarnya sangat ingin 
kembali bekerja di Arab Saudi, namun keluarganya tidak mengijinkan. 
Kendala lain adalah status pernikahannya, karena ia telah memiliki suami, 
masih harus mengurus anak-anaknya, sehingga sulit untuk bisa kembali 
bekerja sebagai buruh migran. 
Berbekal keahlian memasak dan membuat kue yang dimilikinya, kini 
Rizki bekerja mengikuti jejak ibunya yang bekerja pada usaha katering di 
Warung Jember di Jalan Melati, Sumenep. Perusahaan catering tersebut 
menjual berbagai kue kering, kue basah, nasi dan lauk pauk sesuai dengan 
pesanan, untuk pernikahan dan lain-lain hajatan. Suami Rizki membuka 
bengkel kecil-kecilan dan membantunya merawat ternak ayam yang 
dimiliki Rizki. Memiliki dan memelihara ternak ayam menjadi kegiatan 
sampingan ketika tidak ada pesanan catering. Ternak ayam hanya diambil 
telurnya untuk dijual. Selain ternak ayam, Rizki memelihara dua ekor 
sapi. Sedangkan sawah yang dimilikinya digarap orang lain dengan sistem 
upah. Penggarapan sawah diserahkan kepada orang lain karena lokasinya 
jauh dari sumber air, yang untuk menggarapnya membutuhkan 8 buruh. 
Dilema perempuan buruh migran juga dicermati melalui kisah 
Sulistiyaningsih yang bekerja di Kuala Lumpur, Malaysia. Perempuan 
yang biasa dipanggil Sulis saat penelitian dilaksanakan berusia 41 tahun 
dengan pendidikan terakhir tamat Sekolah Dasar. Sulis bekerja di Malaysia 
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selama 13 tahun dari tahun 2002 hingga tahun 2015. Sulis memiliki 3 
anak, anak pertama kuliah di Sumenep semester 6, anak kedua tahun 
ini lulus SMA, dan anak ketiga kelas 5 SD. Awal menjadi buruh migran 
dipicu permasalahan keluarga, karena suami pertama selingkuh dengan 
perempuan lain. Perilaku suami tersebut membuat Sulis mengalami stress 
dan memutuskan untuk bercerai. Memiliki 3 anak menjadi beban berat 
yang harus dihadapinya, sehingga akhirnya ia memilih untuk menjadi 
buruh migran. Bagi Sulis bekerja di luar negeri merupakan keputusan 
yang berat karena harus berpisah dengan anak-anaknya. Setelah bercerai, 
mantan suami hanya memberikan uang 2 kali dalam setahun sebesar satu 
juta rupiah, yang pastinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari. Niat untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya membuat 
Sulis mencari agen di daerah Slopeng untuk bisa bekerja ke Kuala Lumpur. 
Sulis berangkat tanpa pamit pada tahun 2002 dengan cara ilegal lewat 
Tanjung Pinang menyeberang dengan naik kapal laut. 
Setiba di Kuala Lumpur ia bekerja sebagai pegawai salon kecantikan, 
sebuah salon kecil di pinggir kota. Sulis bekerja sebagai pemotong 
rambut karena telah memperoleh kursus potong rambut dari bosnya. 
Proses pemberangkatan melalui jalur tidak resmi membuat Sulis selalu 
merasa was-was apabila ada razia, ataupun pemerasan yang kerap dialami 
perempuan buruh migran. Hal itulah yang mendorongnya untuk mencari 
tempat kerja yang dekat dengan tempat tinggalnya. 
Pada akhirnya Sulis memutuskan untuk menikah dengan majikan 
tempat bekerja yang berstatus duda. Untuk menikah ia harus mengurus 
surat-surat di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Keputusan untuk 
menikah dengan warga negara Malaysia membuatnya bisa memperoleh 
visa ikut suami dan visa bekerja dengan persetujuan suami. Karena status 
perkawinannya dengan orang Malaysia keamanan saat berada di Kuala 
Lumpur menjadi lebih terjamin. Uang hasil bekerja di Kuala Lumpur 
digunakan untuk membeli perlengkapan salon bagi usaha salon kecantikan 
di desa Paberasan, dengan tujuan agar bisa mengontrol anak-anaknya yang 
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sudah menginjak dewasa. Uang hasil kerja juga digunakan Sulis untuk 
merenovasi rumah. Saat ini ia tinggal di Paberasan Sumenep, menerima 
jasa merias pengantin, potong rambut dan facial. Usaha Salon Kecantikan 
digunakan Sulis untuk menopang kebutuhan anak dan orang tuanya 
di Sumenep. Sedangkan untuk kebutuhannya sehari-hari ditanggung 
oleh suami yang memberikan secara rutin setiap bulan. Sulis harus bisa 
membagi waktu untuk tinggal di Kuala Lumpur bersama suaminya, dan 
juga waktu bagi anak-anaknya yang tinggal di Sumenep.
2. PEREMPUAN BURUH MIGRAN DALAM SITUASI 
DILEMATIS ANTARA PERKAWINAN DAN PEKERJAAN
Kisah Rizki dan Sulis memberi pemahaman tentang dilema perka-
winan yang mereka alami. Walaupun berperan penting sebagai penyelamat 
ekonomi keluarga, konstruksi budaya setempat tetap menganggap bahwa 
perempuan adalah makhluk lemah dan harus dilindungi. Pengalaman Rizki 
dan Sulis sebagai perempuan buruh migran menunjukkan bahwa mereka 
tidak berdaya menghadapi tekanan konstruksi sosial budaya yang menem-
patkan status menikah lebih berharga daripada status lajang apalagi status 
janda. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya dominasi ideologi patriarki da-
lam konstruksi budaya setempat yang menempatkan perkawinan sebagai hal 
yang amat penting dalam kehidupan perempuan. Perkawinan dianggap se-
bagai “kewajiban” yang sekaligus solusi agar terbebas dari tekanan sosial bu-
daya. Mengapa demikian? Dalam konstruksi budaya setempat perempuan 
dianggap lebih aman dan terhormat apabila berada dalam status menikah. 
Memiliki suami baru akan membuat hidup “lebih aman dan tenang”, wa-
laupun penghasilan saat bekerja di luar negeri lebih besar. 
Dapat disimpulkan bahwa keliyanan perempuan dipertahankan 
dan terus dipertahankan melalui lembaga perkawinan. Perempuan 
mempercayai bahwa ia makhluk lemah dan perlu dilindungi karena 
”kelemahan” tubuhnya. Perkawinan dianggap sebagai sarana melindungi 
perempuan yang dikonstruksikan sebagai makhluk yang lemah dan suami 
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adalah makhluk kuat tempat bagi perempuan untuk berlindung.
Rizki, yang suami pertamanya meninggal sebelum ia bekerja di Arab 
Saudi, akhirnya memilih menikah kembali dengan laki-laki dari desa yang 
sama. Pilihan menikah lagi membuat Rizki menampik tawaran mantan 
majikan untuk kembali bekerja di Arab Saudi. Padahal mantan majikan 
menawarkan bonus untuk orangtuanya dapat menjalankan ibadah Umroh 
atas biaya sang majikan. Rizki juga ditawari mengajak suaminya untuk ikut 
bekerja di sana. Semua tawaran ditolak, dan memilih tinggal di desanya 
untuk membangun rumah tangga bersama suami yang baru.
Bagi Sulis, perkawinan kedua dengan warga negara Malaysia – se-
lain karena faktor cinta – juga dianggap sebagai strategi mengatasi perma-
salahannya sebagai buruh migran ilegal. Bagi Sulis menikah dengan orang 
Malaysia membuka peluang untuk tinggal dan bekerja di Malaysia tanpa 
harus ketakutan ditangkap sebagaimana saat bekerja dengan status ilegal. 
Dengan dukungan dana dari suami kedua, ia membuka salon kecantikan 
di desanya. Waktunya dibagi, untuk mendampingi suami di Malaysia dan 
sesekali pulang ke Paberasan untuk menengok anak-anak kandungnya 
yang mulai beranjak remaja dan semuanya menempuh pendidikan di 
Sumenep.
Selain belenggu perkawinan, dilema lain yang membelenggu perem-
puan buruh migran berkaitan dengan status pekerjaan sebagai buruh 
migran. Keberhasilan sebagai buruh migran dalam mengatasi ekonomi 
keluarga tidak serta merta membuat mereka berdaya dan memiliki posisi 
tawar yang kuat. Kisah dua perempuan buruh migran dari desa Paberasan 
membuka mata kita bahwa konstruksi sosial, budaya dan politik begitu kuat 
mendominasi dan tidak memberi ruang bagi mereka untuk melakukan hal 
yang dianggap “tidak sesuai” dengan apa yang menjadi aturan kebudayaan 
setempat. Konstruksi sosial budaya juga menempatkan perempuan buruh 
migran mengalami dilema dalam statusnya sebagai tenaga kerja produktif. 
Di satu sisi mereka membuktikan keberhasilan dalam perjuangan sebagai 
buruh migran untuk memperbaiki ekonomi keluarga yang membuat 
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mereka relatif lebih berdaya dibandingkan sebelumnya saat keluarga 
masih dalam belitan kemiskinan. Mereka juga menunjukkan kemampuan 
menjadi diri sendiri dan relatif memiliki posisi tawar alias memiliki 
kekuasaan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Namun, mereka belum 
mampu membongkar pelabelan negatif serta peliyanan yang selama ini 
dialami. Mereka tetap sang liyan dalam konstruksi budaya yang berada 
dalam dominasi ideologi patriarki. 
Sebagai tenaga kerja produktif perempuan buruh migran belum 
mendapat akses terhadap informasi maupun menjadi penerima manfaat 
kebijakan dan program pemerintah yang bertujuan untuk perlindungan 
dan pemberdayaan, khususnya pasca kepulangan ke tanah air. Akses 
mereka sangat terbatas pada kebijakan nasional dan daerah, bahkan saat 
kembali dengan status sebagai TKI Purna. TKI Purna adalah istilah yang 
digunakan pemerintah bagi buruh migran yang tidak lagi kembali bekerja 
ke luar negeri. Sayangnya, sebagai TKI Purna, mereka belum pernah 
mendapat bantuan program khusus untuk mengelola tabungan hasil 
bekerja di luar negeri pasca kepulangan ke tanah air. 
Perjuangan perempuan buruh migran dianggap sebagai bagian 
dari dorongan naluri untuk berbakti, terkait dengan sifat altruisme yang 
dilekatkan dan diajarkan kepada perempuan. Belenggu tradisi dan tekanan 
sosial budaya sebagai faktor pendorong yang dikonstruksikan secara halus 
dalam nilai-nilai dan praktek budaya setempat. Walaupun digambarkan 
sebagai yang berjasa menyelamatkan ekonomi keluarga serta disibukkan 
dengan pelbagai urusan, mereka tetap dibalut dengan peran-peran 
stereotipe perempuan sebagai ibu rumah tangga yang baik dan sabar, yang 
harus selalu siap berkorban bagi keluarga.
3. DILEMA ANTARA PEMENUHAN HAK DAN 
KEWAJIBAN
Menurut K. Bertens (2006), jika kita memandang situasi etis dalam 
dunia modern, ada tiga ciri yang menonjol: (i) adanya pluralisme moral. 
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Pada masyarakat-masyarakat yang berbeda terlihat nilai dan norma yang 
berbeda pula. Bahkan masyarakat yang sama bisa ditandai oleh pluralisme 
moral; (ii) timbul banyak masalah etis baru yang dulu tidak terduga; (iii) 
dalam dunia modern tampak semakin jelas suatu kepedulian etis yang 
universal.
Bagaimana penerapan tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan 
perempuan buruh migran? Pada masyarakat yang sama, para perempuan 
buruh migran mengalami pluralisme moral. Ada etika khusus yang hanya 
berlaku bagi mereka sebagai perempuan. Ada standar ganda tentang etika 
yang diberlakukan pada mereka, tidak peduli sebesar apapun kontribusi 
bagi perekonomian keluarga. Dengan mudah kita temukan adanya keti-
dakkonsistenan bahkan juga pemutarbalikan antara hak dan kewajiban, 
utamanya bagi perempuan. Hasil penelitian tentang perempuan buruh 
migran membuktikan adanya pembedaan penerapan tentang hak dan 
kewajiban yang dikenakan pada perempuan. Perempuan dianggap ideal, 
bahkan mulia ketika berperan sebagai ibu yang berhasil melahirkan 
anak. Hak dan kewajiban perempuan lebih banyak dihubungkan dalam 
peran sebagai isteri dan ibu, hal ini menunjukkan bahwa pada subyek 
perempuan lebih banyak dikenakan kewajiban daripada pemenuhan 
hak sebagaimana dialami oleh Rizki dan Sulis. Di sisi lain, juga ditandai 
munculnya kepedulian etis berupa gerakan-gerakan perjuangan moral 
pada taraf internasional dan nasional yang menyorot tentang HAM buruh 
migran yang kerap terabaikan. Gerakan-gerakan ini mendorong aktvitas 
pembelaan dan pendampingan pada buruh migran sebagaimana juga 
dijumpai di Indonesia. 
Menarik mengamati pengalaman perempuan buruh migran dari 
perspektif hak dan kebebasan. Sebagaimana disampaikan K. Bertens 
(2007:202), bahwa adanya pengakuan akan hak dan kebebasan setiap 
orang tidak mengancam eksistensi masyarakat, tetapi menjamin suatu 
msyarakat di mana etika dan perikemanusiaan dijunjung tinggi. Sejauh 
mana permasalahan etika dan perikemanusiaan konon harus dijunjung 
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tinggi apabila dikaitkan dengan nasib perempuan buruh migran? Kisah 
Rizki dan Sulis menunjukkan fakta sosial tentang perempuan buruh 
migran yang tidak terpenuhi hak-haknya dan bahkan tidak sepenuhnya 
memiliki kebebasan untuk kehidupan mereka.
4. PEREMPUAN BURUH MIGRAN DALAM KONSTRUKSI 
BUDAYA YANG MELIYANKAN
Relasi dan posisi tawar perempuan yang lemah, merupakan 
faktor yang membuat mereka harus menanggung beban kepentingan 
keluarga. Kondisi ini cenderung merugikan kaum perempuan, terutama 
terkait dengan beban dan kewajiban untuk menanggung dan mengatasi 
ekonomi keluarga. Mereka menjadi buruh migran—selain karena alasan 
untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga—juga karena adanya 
permasalahan dalam perkawinan mereka. Suami meninggal dan terjadinya 
perceraian akibat suami selingkuh menjadi faktor-faktor pendorong 
menjadi buruh migran. Perceraian maupun perkawinan tidak sepenuhnya 
merupakan proses pembebasan. Mereka tidak sepenuhnya bebas dari rasa 
tanggung jawab ataupun kewajiban terhadap kebutuhan keluarga, yang 
membuat mereka menempuh risiko menjadi buruh migran tanpa bekal 
ketrampilan yang memadai, bahkan juga dengan menempuh jalur ilegal.
Perkawinan dan bekerja sebagai buruh migran seolah menjadi 
peneguhan dominasi terhadap perempuan dan menempatkan perempuan 
tetap menjadi sang liyan. Dalam buku Dominasi Penuh Muslihat Akar 
Kekerasan dan Diskiminasi, Haryatmoko (2010:127-130), mengingatkan 
bahwa dominasi adalah sebagai kejahatan moral dan kejahatan politik 
yang mendominasi melalui mitos, ingatan sosial dan imajinasi. Bahkan 
dominasi wacana membawa kekerasan simbolis dalam hubungan gender. 
Menurut Haryatmoko, kekerasan yang paling sulit diatasi adalah kekerasan 
simbolis yang beroperasi melalui wacana. Kekerasan simbolis terjadi 
karena pengakuan dan ketidaktahuan yang didominasi atau diatur. Hanya 
saja prinsip simbolis diketahui dan diterima, baik oleh yang menguasai 
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maupun yang dikuasai. Prinsip simbolis ini berupa bahasa, cara berpikir, 
cara bekerja dan cara bertindak. Wacana patriarki merupakan kekerasan 
karena menjebak perempuan dengan menentukan cara melihat, merasakan, 
berpikir dan bertindak. Penguasaan atas wacana menjadikan dominasi 
laki-laki seakan sesuatu yang alamiah dan bisa diterima. Pola hubungan 
dalam rumah tangga menggambarkan berlangsungnya afi rmasi kekuasaan 
dan proses pengakuan dominasi dalam logika dominasi yang berjalan atas 
nama prinsip simbolis. 
Melalui pemikiran Haryatmoko dapat dikritisi bahwa wacana patriarki 
sebagai bentuk kekerasan simbolis juga membelenggu perempuan buruh 
migran. Hal tersebut dapat diamati dari pola hubungan dalam rumah tangga, 
keputusan untuk bekerja atau tidak bekerja sebagai buruh migran, keputusan 
menikah kembali, maupun dalam ekspresi berbahasa dan bertindak.
Proses pelemahan kuasa pada perempuan buruh migran dalam 
budaya juga dapat dijelaskan dari pemikiran Michel Foucault yang 
menunjukkan pertautan yang sangat kuat seksualitas dan relasi kuasa 
yang tak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran dan ilmu 
pengetahuan. Kekuasaan adalah elemen kunci dalam membahas diskursus. 
Pemikiran Foucault untuk menganalisis secara kritis konstruksi budaya 
yang cenderung memarginalkan peran perempuan sekaligus sarana untuk 
membongkar kekuasaan simbolis patriarki ditanamkan dan dikemas 
secara halus melalui mitos dan stereotipe. Konstruksi sosial budaya telah 
menempatkan tubuh perempuan sebagai modal biologis dan sekaligus 
modal simbolis. Perempuan buruh migran sebagaimana halnya perempuan 
pada umumnya dirumuskan seluruhnya dari segi kapasitas-kapasitas 
biologisnya dalam bidang reproduksi biologis, yakni mengandung 
dan melahirkan keturunan, dan juga reproduksi sosial yakni merawat 
dan membesarkan anak, melayani suami sebagai kepala keluarga, yang 
kemudian mengarah ke serangkaian strategi subordinasi kebertubuhan 
perempuan (Syarifah:2006,66-80). 
Perempuan buruh migran berada dalam konstruksi patriarki sekaligus 
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dalam dominasi kapitalisme saat menjalankan perannya sebagai ibu rumah 
tangga dan sebagai pekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan 
keluarga. Eksistensi perempuan buruh migran bukan ditentukan oleh 
diri mereka, melainkan oleh kapitalisme global yang mendorong mereka 
masuk dalam pusaran globalisasi ekonomi dan tenaga kerja. 
Dilema buruh migran dalam pekerjaan dan keluarga juga terkait 
dengan dikotomi ranah publik dan privat. Gadis Arivia dalam Jurnal Pe-
rempuan (74, 2012:15), mengutip Susan Okin (1989) yang mengomen-
tari bahwa pendikotomian ranah publik dan privat terjadi karena adanya 
subordinasi terhadap perempuan di ranah privat. Pensubordinasian ini 
mengakibatkan perempuan menjadi tergantung secara ekonomi terhadap 
suami sehingga mengakibatkan kekerasan dan terus menerus menjadi pri-
badi yang kerdil, tak mampu keluar dan mandiri di ranah publik. Sedang-
kan Diah Irawati (Jurnal Perempuan nomor 89, 2016:81) menunjukkan 
bahwa konstruksi perempuan sebagai ibu merupakan hasil propaganda 
politik seksualitas Orde Baru, suatu politik yang membentuk kategorisasi 
perempuan baik yang selalu menjalankan peran tradisional menjaga moral 
generasi muda, dan berpengaruh terhadap kebiasaan negara untuk abai 
terhadap persoalan kekerasan seksual. Negara melempar beban tanggung 
jawab melawan kekerasan seksual pada perempuan melalui kewajiban so-
sial dan kultural dalam pendidikan anak dalam keluarga. 
Pendapat Susan Okin dan Dyah Irawati dapat digunakan untuk 
memotret realitas kehidupan perempuan buruh migran maupun berbagai 
kebijakan tentang buruh migran. Mereka menjadi buruh migran yang 
berada dalam dilema antara ranah publik dan privat. Mereka tidak benar-
benar mandiri, bahkan cenderung terbelenggu dengan kewajiban sosial 
dan kultural khususnya tentang pendidikan anak dalam keluarga. Segala 
upaya yang mereka lakukan untuk kepentingan keluarga lebih dimaknai 
sebagai kontribusi ekonomi semata, yang tidak terlalu bermakna dalam 
meningkatkan posisi tawar atau kekuasaan mereka dalam keluarga 
maupun dalam masyarakat. Perempuan buruh migran terperangkap dalam 
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kewajiban mengurus keluarga daripada memenuhi hak-hak dasar mereka. 
Dengan demikian, perempuan buruh migran adalah sang liyan yang tetap 
liyan, walau dianggap sebagai pahlawan ekonomi keluarga. Mereka tetap 
bukan subjek yang mandiri, mereka menjadi objek yang absolut, walaupun 
mereka telah berkorban untuk menyelamatkan ekonomi keluarga. Lebih 
ironis, ada subjek lain yang mendapat keuntungan dan meneguhkan 
keliyanan perempuan buruh migran.
5. DEKONSTRUKSI MEMBONGKAR PERAN DILEMATIS 
PEREMPUAN BURUH MIGRAN
Pembahasan tentang eksistensi dan dilema perempuan buruh migran 
tak dapat dilepaskan dari pergerakan feminisme yang berusaha untuk 
membongkar diskursus atau wacana-wacana yang bersifat misoginis. 
Pembongkaran suatu wacana seringkali membutuhkan keajegan berpikir, 
koherensi dan semua ini menurut Arivia (2003:17) memerlukan refl eksi 
fi lsafat. Melalui refl eksi fi lsafat, akan ditinjau dan diungkapkan kuasa 
simbol dalam relasi perempuan buruh migran dalam keluarga dan 
dunia kerja. Melalui pemikiran Simone de Beauvoir yang diperkuat oleh 
pemikiran Foucault dapat dikritisi bahwa dominasi penggunaan asas 
norma agama dan moralitas yang melingkupi kehidupan buruh migran 
mengindikasikan bahwa diri perempuan buruh migran menjadi ajang 
“perebutan kekuasaan”. Asas norma agama melalui lembaga perkawinan 
menjadi sarana legitimasi kontrol yang kuat terhadap perempuan. Suatu 
bentuk kontrol berangkat dari pandangan bahwa perempuan adalah 
ancaman moral yang dapat membahayakan masyarakat yang sekaligus 
merupakan makhluk lemah yang harus dilindungi. Perkawinan dianggap 
sebagai pranata penting untuk melindungi, khususnya agar tidak menjadi 
ancaman moral yang membahayakan masyarakat.
Pemikiran fi lsafat Simone de Beauvoir tentang keliyanan perempuan 
merupakan pemikiran penting dalam menelaah dilema perempuan buruh 
migran. Keliyanan perempuan terkait dengan tubuh biologis sebagai 
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produk dari pemusatan kekuasaan dari pengetahuan dan kebenaran 
dibangun oleh dominasi ideologi patriarki, di mana tubuh dan seksualitas 
menjadi hambatan bagi perempuan untuk bertransendensi. Bagi Simone 
de Beauvoir, perempuan didefi nisikan berdasarkan pendapat laki-laki, dan 
bahwa tubuh menjadi kendala bagi perempuan untuk bertransformasi dari 
keliyanan perempuan, karena ideologi maskulin yang tidak memberikan 
ruang pada aspirasi perempuan. Simone de Beauvoir menjelaskan tentang 
kaum laki-laki akan selalu memegang kekuatan-kekuatan yang nyata 
dengan menjaga kaum perempuan dalam keadaan yang selalu bergantung, 
dan semua peraturan hukum dibentuk untuk melawan kaum perempuan. 
Perempuan adalah liyan yang absolut yang selalu dibuat tergantung 
kepada laki-laki. Simone de Beauvoir menjelaskan bagaimana sulitnya bagi 
perempuan untuk tetap menjadi dirinya sendiri, dan tetap menjadi apa yang 
disebut sebagai liyan (the other). Persoalan keliyanan dimulai dan semakin 
parah ketika perempuan mempercayai bahwa ia mahkluk yang lemah dan 
perlu dilindungi karena ”kelemahan” tubuhnya. Berbagai dilema yang 
dialami perempuan buruh migran yang harus berjuang untuk mengatasi 
kemiskinan keluarga menunjukkan peliyanan terhadap perempuan terus 
menerus berlangsung walaupun mereka adalah penyelamat ekonomi 
keluarga.
Pemikiran dekonstruksi penting dalam feminisme. Dekonstruksi 
berperan untuk memperlihatkan cara berpikir yang dikotomik dan 
kemudian mengupayakan suatu pembongkaran atas cara berpikir yang 
bias gender. Feminisme melihat manfaat dekonstruksi untuk membongkar 
teks-teks yang dianggap bias gender. Lapisan-lapisan konstruksi patriarki 
dengan metode dekonstruksi dapat memunculkan makna-makna 
perempuan yang selama ini ditekan. Meggie Humm dalam artikelnya 
”feminist Literary Th eory”, menyatakan bahwa teori feminis berbeda dengan 
teori sosial politik tradisional. Ia mengajukan tiga gagasan/persepsi baru 
untuk menunjukkan perbedaan tersebut: pertama, adalah bahwa gender 
merupakan konstruksi sosial dimana perempuan lebih ditekan daripada 
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laki-laki; kedua, patriarki bekerjasama mengkonstruksikan situasi itu; dan 
ketiga, pengalaman perempuan harus dijadikan dasar bagi masyarakat yang 
non-seksis (dalam Lubis, 2006:91-92). Kisah dan pengalaman Rizki dan 
Sulis sebagai buruh migran dikritisi dari perspektif feminisme agar dapat 
menjadi sarana melakukan dekonstruksi berbagai bentuk ketidakadilan 
gender yang mereka alami. 
Mengangkat pengalaman perempuan buruh migran menjadi sarana 
penting untuk melakukan dekonstruksi. Sebagaimana dikutip dalam 
buku Mudji Sutrisno (2007), pemikiran Foucault dapat menjadi alat 
picu kebangkitan kesadaran akan kolektivitas dan pluralitas peradaban. 
Foucault, dengan pemikiran fi losofi snya, merupakan daya dorong bagi 
etnis-etnis di Indonesia untuk mengeksplorasi keberadaannya, melalui 
usaha-usaha menafsirkan kebenaran, membangun sistem makna, serta 
merumuskan tujuan dan arah hidup, baik secara personal maupun kolektif 
dengan berpijak pada local wisdom masing-masing. 
Saatnya bagi perempuan buruh migran untuk membongkar peli-
yanan dengan menafsirkan kembali peran dan kontribusi mereka bagi 
keluarga, untuk membangun sistem makna, serta merumuskan tujuan 
dan arah hidup sesuai dengan yang mereka inginkan, agar terpenuhi apa 
yang menjadi hak-hak mereka. Program pemberdayaan bagi perempuan 
menjadi upaya penting untuk mensejahterakan diri mereka dan keluarga, 
serta dapat mengurangi kemiskinan. Hal ini sejalan dengan pemikiran 
Titik Hartini (Jurnal Perempuan nomor 74, 2012: 65-75), bahwa 
menilik sumbangan dan kelebihan yang dimiliki perempuan, maka 
sudah sepantasnya jika pemberdayaan ekonomi harus terus dilakukan. 
Tujuannya agar prosentase kepemilikan usaha mikro oleh perempuan yang 
pada tahun 2006 mencapai 44,29% dari total usaha mikro yang ada, dapat 
menjadi lebih besar. Pemberdayaan ekonomi perempuan, diharapkan 
akan menurunkan marginalisasi serta hubungan bersifat eksploitasi yang 
banyak dialami perempuan, dan diharapkan dapat menjadi pendorong 
kemandirian perempuan secara ekonomi.
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6. PENUTUP
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan 
desa terdorong menjadi buruh migran karena faktor tekanan ekonomi dan 
kemiskinan. Kemiskinan memaksa para perempuan untuk mengambil alih 
peran sebagai pencari nafkah, termasuk terpaksa bekerja sebagai buruh 
migran dengan meninggalkan keluarga, semata-mata untuk memenuhi 
kebutuhan hidup. Perempuan dikonstruksikan sebagai anggota keluarga 
yang harus berkorban untuk keluarga. Bekerja sebagai buruh migran 
dianggap sebagai kewajiban dan solusi untuk mengatasi belitan hutang 
dan kemiskinan dalam keluarga. 
Perkawinan amat penting dalam kehidupan perempuan buruh mi-
gran. Di satu sisi adalah bagian dari permasalahan masa lalu yang men-
dorong mereka terpaksa bekerja sebagai buruh migran, karena kematian 
suami dan perceraian. Berbagai bentuk tekanan sosial budaya dan kontrol 
yang kuat dari lingkungan tempat tinggal mendorong mereka menikah 
kembali pasca sepulang bekerja sebagai buruh migran agar terlindung dan 
aman, serta agar tidak menjadi ancaman moral bagi masyarakat. 
Kisah Rizki dan Sulis memberi pelajaran tentang dinamika kehidupan 
perempuan buruh migran yang harus terus menerus berada dalam posisi 
dilematis, yang harus menanggung beban keluarga dan harus rela berkorban 
mengutamakan kewajiban kepada keluarga dengan berbagai resiko untuk 
mengatasi beban perekonomian keluarga. 
Pengalaman Rizki dan Sulis menjadi data penting untuk melakukan 
upaya dekonstruksi, di mana pemikiran Foucault dapat menjadi alat picu 
kebangkitan kesadaran akan kolektivitas dan pluralitas peradaban, serta 
menjadi daya dorong bagi perempuan buruh migran untuk merumuskan 
tujuan dan arah hidup mereka, baik secara personal maupun kolektif. 
CATATAN AKHIR
1 Makalah ini merupakan ringkasan dari hasil penelitian yang menda pat dana 
Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan 2015 (RKAT) FISIP Universitas Airlangga. 
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Penelitian yang berlokasi di Desa Paberasan Kabupaten Sumenep dilaksanakan dengan 
menggunakan metode kualitatif. Secara khusus penulisan makalah bertujuan untuk 
mengkritisi permasalahan etika dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan mengungkapkan 
dilema pe rempuan buruh migran yang rentan mengalami berbagai permasalahan, 
termasuk rentan mengalami pengabaian atas hak-hak sosial, ekonomis dan kultural. 
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